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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pembuatan portal dan polisi tidur diatur di dalam Pasal 37 hufur n Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keberesihan dan 

Keindahan yang berisi larangan terhadap orang, perkumpulan orang ataupun badan hukum 

untuk memasang portal penghalang dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin. 

2. Pembuatan portal dan polisitidur tidak dilarang namun harus terdapat izin dari pihak yang 

berwenang yaitu Dinas Perhubungan. ketentuan Portal dan polisi tidur yang dibangun harus 

memenuhi ukuran standar yang telah ditetapkan pemerintah hal tersebut didasari oleh SK  

Dirjen nomor 7234/aj.401/drjd/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan. 

3. Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat dikemukakan Dalam beberapa 

parameter pertama ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, kedua segi pelaksanaan hukum, 

ketiga  segi jurnalistik, dan keempat dari segi hukum .Kesadaran hukum masyarakat itu tidak 

hanya berhubungan dengan hukum tertulis, tetapi dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, 

maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Kesadaran 

hukum masyarakat masih rendah dilihat dari hasil penelitian dilapangan lima wilayah di kota 

bandung khususnya di wilayah Bandung Tengah jalan Galunggung RT. 01 RW. O3 Kelurahan 

Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, wilayah Bandung Barat Komplek Perumahan 

Angkatan Darat RT 004 RW 002 Kelurahan Gegerkalong kecamatan Sukasari wilayah  

Bandung Utara  jalan Cisitu Baru RT. 07 RW. 11 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, 

wilayah Bandung Timur jalan Kawaluyaan RT. 04 RW. 04 Kelurahan Jati Sari Kecamatan 

Buah Batu, wilayah Bandung Selatan jalan Sukaati Permai RT. 05 RW. 08 Kelurahan Pasir 

Luyu Kecamatan Regol.  ditemukan bahwa portal jalan dan polisi tidur dipasang oleh 

masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Portal jalan dan polisi tidur yang dibangun 

hampir seluruhnya dibangun oleh masyarakat atas dasar keamanan dan kepentingan bersama 

diwilayah tersebut tetapi dilain pihak banyak menyebabkan kerugian karena portal jalan dan 
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polisi tidur yang dipasang oleh masyarakat dibangun pada jalan umum sehingga merugikan 

pengguna jalan.  kesadaran hukum masyarakat yang rendah disebabkan karena orang tidak 

melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, serta tidak adanya atau 

kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum sehingga kurang menaruh perhatiannya 

dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. 

4. Dari hasil dilapangan secara umum dapat dikatakan kesadaran hukum masyarakat menurun. 

kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang 

mungkin muncul atau mungkin juga tidak. Karena masing-masing warga mempunyai rasa 

keadilannya sendiri-sendiri. Dalam budaya hukum masyarakat tersebut dapat dilihat apakah 

masyarakat dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum 

atau tidak, karena terdapat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dimana Kesadaran 

bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia  

untuk menentukan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab individu. Menyangkut 

pada pemasangan portal jalan dan polisi tidur oleh masyarakat dimana kesadaran hukum 

masyarakat masih kurang. hasil penelitian dilapangan dua dari lima wilayah di kota bandung 

yaitu wilayah Bandung Timur jalan Kawaluyaan RT. 04 RW. 04 Kelurahan Jati Sari 

Kecamatan Buah Batu, wilayah Bandung Selatan jalan Sukaati Permai RT. 05 RW. 08 

Kelurahan Pasir Luyu Kecamatan Regol, Masyarakat nya tidak mengetahui bahwa terdapat 

peraturan yang mengatur pemasangan portal dan polisi tidur. Hal ini dapat dilihat produk 

hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak sampai di masyarakat secara keseluruhan. 

Kurangnya pemahaman akan hukum dimasyarakat berhubungan langsung dengan kurang nya 

sosialisasi serta pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait mengenai pemasangan portal 

jalan atau polisi tidur sehingga disebagian masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan 

tersebut. Penegakan hukum yang rendah menjadi faktor dari menurun nya kesadaran hukum 

dimasyarakat. Lemah nya penegakan hukum cenderung membuat masyarakat untung tidak taat 

dan menurun nya kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum, tentu 

menjadi hal yang penting dan harus ditingkatkan. Peningkatannya dengan mempelajari 

pengetahuan tentang hukum secara umum. Baik terhadap peraturan yang terulis, maupun 

peraturan-peraturan yang tidak dikodifikasi. Dalam pelaksanaan hukum oleh institut penegak 

hukum harus dimaksimalkan. Begitu juga dengan pentingnya pemberian pengetahuan tentang 

hukum dan nilai budaya sebagai pembentukan moral, serta peningkatan kualitas pendidikan 
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baik ditingkat lembaga-lembaga formal maupun non formal. Penting nya akan kesadaran 

hukum dimasyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. yang harus ditanamkan baik 

dalam pendidikan formal maupun non-formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi 

masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara 

Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku. 

5. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat 

pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih 

mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. 

 Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan 

bermasyarakat. Pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat 

mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang 

mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah 

menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan 

tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Terhadap 

pemasangan portal dan polisi tidur dimana masyarakat atau badan lain jika akan memasang 

portal dan polisi tidur maka harus izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan. 

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di 

masyarakat serta guna menegakan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka 

dilakukan upaya kepada masyarakat dimana dinas perhubungan dengan cara pembinaan dan 

penyuluhan terjun langsung kelapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta 

mengirim surat ke wilayah-wilayah agar masyarakat mengetahui terdapat aturan mengenai 

pemasangan perlengkapan jalan portal dan polisi tidur. Serta penegakan dari apa yang telah 

diatur dalam Peraturan Daerah juga di tegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

penegak dari Peraturan Daerah tersebut. Jika terdapat portal dan polisi tidur yang di buat 

secara sembarangan tanpa izin pihak yang berwenang maka Satpol pp berwenang 

mengeksekusi pelanggaran yang terjadi dimasyarakat secara langsung dengan didasari pada 

peraturan daerah. Upaya SATPOL PP dalam rangka sosialisasi dan edukasi selalu 

memproyeksikan semua programnya untuk menciptakan kesadaran hukum dan ketaatan 

masyarakat pada hukum yang berlaku. Satpol pp bertugas secara tegas dan profesional bekerja 

sesuai dengan tugas dan wewenang nya. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan tersebut 

berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan 
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penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap 

masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, 

sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, 

memahami, menghayati sekaligus mematuhi atau mentaatinya terutama terhadap pemasangan 

portal dan polisi tidur oleh masyarakat di Kota Bandung. Upaya dalam penertiban yang 

dilakukan oleh pemerintah terutama menyangkut pembangunan portal dan polisi tidur juga 

telah diatur sedemikan rupa sehingga bagi yang melanggar ketertiban terhadap peraturan yang 

berlaku terdapat pemberian sanksi kepada badan atau masyarakat yang tidak menaati aturan 

maka diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. 

5.2. Saran 

1. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang terhadap nilai-nilai hukum 

yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Maka dalam diri seorang tersebut 

perlunya seseorang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sadar dan mentaati keberadaan 

peraturan yang ada sehingga mampu membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan 

atau tidak berdasarkan hukum tersebut. Hal tersebut harus timbul dari dalam diri manusia 

itu sendiri terdapat keinginan untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.  

 

2. Terdapat faktor yang mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat yang datang dari 

luar diri manusia itu sendiri salah satunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka menciptakan kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. tindakan 

peran pemerintah atau instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam 

masyarakat menyangkut pada pengaturan mengenai tertib jalan dan fasilitas umum 

terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keberesihan dan Keindahan tentang pemasangan 

portal penghalang dan polisi tidur tanpa izin harus lebih ditingkatkan secara tegas dan 

konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab. Para petugas penegak hukum tidak 

boleh membeda-bedakan golongan agar tidak menyebabkan merosotnya kesadaran hukum 

dimasyarakat. perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan 

oleh pimpinan saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. Banyak hal-hal yang 



59 
 

terjadi di daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Apa lagi 

banyaknya laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karenanya hukum 

harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat 

dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan 

demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam 

negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, 

teratur, serta bisa dipercaya untuk memerjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa 

menciptakan rasa aman.  

 

3. Dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat bisa dengan adanya 

pensosialisasian mengenai prosedur pengaduan korban yang mengalami kerugian yang 

diakibatkan oleh pemasangan portal dan polisi tidur pemberitahuan tersebut bisa berupa 

banner/plank yang dapat dilihat oleh masyarakat umum atau berupa iklan-iklan dimedia 

elektronik  sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi mengawasi 

terhadap pemasangan portal jalan dan polisi tidur yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap 

anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka 

tegaknya hukum, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang 

taat pada hukum. 
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